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ABSTRAK

Kata Kunci: 77njauan Hukum, Pidana Islam, Pencurian

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pencurian
dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN Bjn)”
ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana pertimbangan hukum
hakim terhadap pencurian dalam keadaan memberatkan dalam Putusan Nomor
331/pid.B/2018/PN Bjn? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap
pencurian  dalam  keadaan =~ memberatkan dalam  Putusan = Nomor
331/pid.B/2018/PN Bjn?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berdasarkan
pada perundang-undangan dan asas-asas yang berlaku. Bahan yang diperlukan
dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Pendekatan penelitian
yang digunakan yaitu pendekatan penelitan perundang-undangan (Statute
Aproach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan
skripsi ini adalah metode studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam putusan hakim
Pengadilan Negeri Bojonegoro 331/pid.B/2018/PN Bjn memutuskan bahwa
terdakwa dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan
mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.
Mengingat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal
363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sedangkan hakim memutus
menggunakan Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini hakim
memutus menggunakan pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum.
Alasan Majelis Hakim memutus menggunakan Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat
(1) KUHP karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP ayat
(1) ke-5 KUHP dalam hal pemberatan (pengrusakan). Kedua, berdasarkan
tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencurian dalam keadaan memberatkan
terdakwa dijatuhi hukuman berupa hukuman Aad atau potong tangan karena telah
terpenuhinya semua syarat dan rukun tindak pidana tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada para aparat penegak
hukum terutama hakim alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu
perkara peradilan diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana, sehingga yang
diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif
maupun kreatif.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai Negara berkembang, tengah melaksanakan
pembangunan di berbagai bidang, salah satunya pembangunan di bidang
ekonomi, dengan tujuan untuk kemakmuran dan mensejahterakan masyarakat.
Hal tersebut dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara
dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.’

Masyarakat dikatakan sejahtera ketika tingkat perekonomiannya masuk
kategori menengah ke atas dan dapat memenuhi kebutuhan primer. Selain itu,
dalam segi keamanan juga menjadi pertimbangan tingkat kesejahteraan
masyarakat. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan
norma yang berlaku, yang diwujudkan dengan tindakan yang tidak merugikan
orang lain. Di sisi lain tidak sedikit masyarakat yang berada di golongan
menengah ke bawah atau dapat dikatakan belum sejahtera karena tidak dapat
memenuhi kebutuhan primer.

Setiap anggota masyarakat mempunyai bermacam-macam peranan dan
kedudukan. Di samping peranan sebagai anggota perkumpulan, menjadi pegawai,

mahasiswa, satpam, warga negara, dan sebagainya. Dalam peranannya yang

! Diyah Ratnasari, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Kotak Amal Masjid (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 54/Pid.B/2013/PN Xlt)”,
(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 1.



tertentu itu orang mengharapkan dari padanya tingkah laku yang selaras dengan
norma yang berlaku dalam peranan tersebut. Terkadang norma yang berlaku di
berbagai golongan atau kelompok di mana ia menjadi anggotanya, saling
bertentangan.” Dengan melihat keadaan masyarakat seperti itu memungkinkan
untuk sebagian masyarakat mencari jalan pintas dengan cara melakukan
kejahatan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, dengan
perkembangan zaman saat ini, berbagai bentuk kejahatan terus berkembang baik
modus dan skalanya, mengikuti perkembangan masyarakat dan sektor
perekonomian yang semakin padat populasi penduduknya, sehingga
mengakibatkan adanya pembenturan berbagai kepentingan dan urusan. Bentuk
kejahatan dimasyarakat itu bermacam-macam, ada kejahatan terhadap negara,
harta benda, kesusilaan dan lain sebagainya.’

Tindak pidana sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang
siapa yang melanggar larangan tersebut.* Salah satu tindak pidana yang berkaitan
dengan sektor ekonomi adalah tindak pidana pencurian.

Pencurian adalah salah satu tindak kejahatan yang kerap ditemui dalam
lingkup masyarakat. Tindakan pencurian tersebut biasanya dilakukan atas dasar

mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan dan ada juga yang melakukan

* Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: PT Alumni, 2007), 20.

3 Zul Akbar, “Analisi Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Percobaan Pencabulan Anak
Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn.SIk)”,
(Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 1.

* Moeljatno, asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 59.



tindakan pencurian karena adanya kesempatan. Tindakan pencurian tidak
dibenarkan di hadapan hukum dengan alasan apapun.

Seperti kasus dalam Putusan Nomor: 331/pid.B/2018/PN. Bjn yang
dilakukan oleh Jony Candra Kirana sebagai satpam PT Luas Nusantara yang
telah melakukan pencurian di dalam club house, dan dikategorikan dalam
pencurian dalam keadaan memberatkan.

Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut’:

Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian

termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu

dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman
penjara selama-lamanya lima tahun atau dendan sebanyak-banyaknya Rp.

900,- (sembilan ratus rupiah).

Adapun pencurian dalam keadaan memberatkan merupakan kualifikasi
dari tindak pidana pencurian. Pencurian yang dikualifikasikan adalah pencurian
yang dilakukan dengan keadaan tertentu atau memakai cara tertentu, karena
diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa.

Pencurian dalam keadaan memberatkan diatur dalam pasal 363 KUHP
yang berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
(1) Pencurian hewan
(2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau
gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar,
kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan atau kesengsaraan
di masa perang.

(3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
yang tetutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang di situ

> R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1988), 249.



tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang
punya hak.

(4) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

(5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau
untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,
memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu
hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan tahun.

Hukum pidana Islam secara tegas melindungi hak individu dari pencurian
dengan pemidanaan. Tujuan pemidanaan adalah membuat efek jera kepada
pelaku jarimah, sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak
menirunya. Mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-
sembunyi. Dalam kamus dijelaskan, mencuri adalah datang dengan sembunyi-
sembunyi untuk mengambil barang orang lain dari tempat penyimpanannya.’

Islam memberi hukuman berat terhadap perbuatan mencuri, yaitu
hukuman potong tangan atas pencurinya. Dalam hukuman ini terdapat hikmah
yang jelas, bahwa tangan yang berkhianat tergolong sebagai orang yang sakit.
Karna itulah tangan tersebut harus dipotong agar tidak menular kepada organ
lain sehingga jiwanya bisa selamat. Pengorbanan salah satu organ demi
keselamatan jiwa merupakan hal yang dapat diterima oleh agama dan rasio.’

Orang yang mencuri dapat dihukum hudud apabila barang yang dicurinya

telah mencapai nisab. Menurut fugaha Hijaz, al-syafi’i dan lain-lain berpendapat

% Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 9, (Bandung: PT Alma’arif, 1984), 216
’ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah Dilengkapi Dengan
Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung: PustakaSetia, 2013), 331.



bahwa nishab barang curian yang tangan pelakunya harus dipotong adalah
seperempat dinar atau tiga dirham.®

Berdasarkan uraian di atas, kasus ini sangat menarik untuk dikaji lebih
jauh, mengingat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor
331/Pid.B/2018/PN Bjn tentang pencurian dalam keadaan memberatkan yang
dilakukan oleh satpam PT Luas Nusantara terkait bagaimana dasar pertimbangan
hakim dalam menentukan Putusan yang berbeda dengan tuntutan yang diajukan
jaksa penuntut umum dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam. Oleh karena
itu maka Penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut dengan judul “Tinjauan
Hukum Pidana Islam terhadap Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Studi

Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN Bjn)”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis
menemukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :
1. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara.
2. Sanksi yang diberikan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian
dalam keadaan memberatkan.
3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana

pencurian dalam keadaan memberatkan.

8 Nurul Irfan, Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2014), 106.



C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka Penulis membatasi
masalah dalam pembahasan ini, sebagai berikut:
1. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam
keadaan memberatkan dalam Putusan Nomor 331/pid.B/2018/PN. Bjn.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian dalam

keadaan memberatkan dalam Putusan Nomor 331/pid.B/2018/PN. Bjn.

D. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pencurian dalam keadaan
memberatkan dalam Putusan Nomor 331/pid.B/2018/PN Bjn?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencurian dalam

keadaan memberatkan dalam Putusan Nomor 331/pid.B/2018/PN Bjn?

E. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan
maupun duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.’
Berikut Penulis akan menguraikan beberapa penelitian (Skripsi) yang

membahas tentang pencurian, diantaranya:

? Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN
Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.



1. Skripsi yang disusun oleh Lailatul Mas Ula dari jurusan Hukum Publik
Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam
terhadap Sanksi Anak Pelaku Pencurian dalam Keadaan Memberatkan
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:
527/Pid.Anak/2014/PN. Bdg). Skripsi ini membahas tentang tindak pidana
pencurian bermotor dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah
umur, tetapi diberi sanksi menggunakan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4
dengan melihat UU Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yaitu
pidana selama 1 tahun, pidana tersebut jauh dari tuntutan jaksa karena
menurut pertimbangan hakim terdakwa belum berumur 18 tahun dan hanya
memberikan efek jera. Sedangkan menurut hukum pidana islam anak tidak
dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sampai ia balig dan hanya
dihukum takzir atau diberi pembinaan.'

2. Skripsi yang disusun oleh Diyah Ratnasari dari Jurusan Hukum Publik
Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam
terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid (Dalam
Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 54/pid.b/2013/PN. Klt). Skripsi

ini membahas tentang pencurian kotak amal masjid, pencurian ini termasuk

kategori pencurian biasa yang masuk dalam pasal 362 KUHP, selama saat

' Lailatul Mas Ula, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Pencurian
Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:
527/Pid. Anak/2014/PN.Bdg)”, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).



melakukan pencurian terdakwa tidak menggunakan alat atau pengrusak.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa hakim memberikan hukuman penjara
selama 5 bulan, lebih sedikit dari tuntutan jaksa yaitu selama 8 bulan
penjara. Sedangkan dalam analisis hukum pidana islam, pencurian kotak
amal tersebut dihukum takzir karena nishab pada pencuriannya belum
terpenuhi, oleh karena itu hukuman potong tangan tidak dapat
diterapkan.'!

3. Skripsi yang disusun oleh Novi Aminatul Umami dari Jurusan Hukum
Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam
terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Merica (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Andolo Nomor: 27/pid.B/2016/PN. Adl). Skripsi ini
membahas tentang pencurian yang menggunakan pasal 363 ayat (1) ke-3
KUHP dan tidak menyertakan pasal 55 KUHP mengingat terdakwa lebih
dari satu orang dan masing-masing terdakwa mempunyai peran yang
berbeda-beda. Sedangkan dalam analisis hukum pidana Islam masing-
masing terdakwa dijatuhi hukuman yang berbeda. Bagi terdakwa I dikenai
hukuman hudud karena sudah memenuhi syarat-syarat hudud. Sedangkan

terdakwa IT dihukum takzir yang besar kecilnya ditentukan oleh hakim.'?

" Diyah Ratnasari, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Kotak Amal Masjid (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 54/Pid.B/2013/PN.Klt)”,
(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

"2 Novi Aminatul Umami, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penyertaan Tindak Pidana
Pencurian Merica (Studi Putusan Pengadilan Negeri Andolo Nomor: 27/pid.B/2016/PN. Adl)”,
(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).



Sedangkan kasus yang akan Penulis bahas dalam skripsi ini berjudul
“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pencurian dalam Keadaan
Memberatkan (Studi  Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN  Bjn), yang
membedakan dengan skripsi yang telah ada yaitu pada kasus dan dalam hal

pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor
331/pid.B/2018/PN Bjn tentang pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap Putusan Nomor

331/pid.B/2018/PN Bjn tentang pencurian dalam keadaan memberatkan.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan

minimal dua aspek, yaitu :

1. Aspek teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu
pengembangan dalam khazanah keilmuan dalam lingkup hukum pidana dan
hukum pidana islam, yang nantinya dapat dijadikan bahan acuan atau

pembanding bagi peneliti di masa yang akan datang.



10

2. Aspek praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan
pertimbangan dalam menganalisis dan argumentasi hukum yang
diperlukan. Serta dapat dijadikan bahan acuan dan referensi yang dapat

memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum.

H. Definisi Operasional
Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, Penulis akan
menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, yaitu:
1. Hukum pidana Islam
Hukum Pidana Islam atau Fikih Jinayah adalah ilmu tentang hukum
syarak yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (Jarimah)
dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.'
2. Pencurian
Pencurian adalah mengambil barang orang lain secara melawan
hukum.
3. Dalam keadaan memberatkan
Yaitu dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya, Pencurian yang
untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada
barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau
memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau

pakaian jabatan palsu.

13 Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 5.
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I. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah metode
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian untuk
menentukan hukum dari sebuah peristiwa atau memberikan preskripsi mengenai
apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.'*
1. Pendekatan penelitian
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
pendekatan tersebut, Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai
aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Pendekatan penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan undang-
undang (statute aproach) dilakukan dengan mengkaji semua undang-
undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Bahan hukum
Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum
untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum
sebagai sumber penelitian hukum.'” Bahan hukum yang diperlukan oleh
Penulis adalah bahan hukum yang terkait dengan bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder.
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai

otoritas dan berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan

' Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana, 2015), 83
' Dyah Ochtorina Susanti, A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Reserch), (Jakarta: Sinar
Grafika, 2014), 48.
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Pengadilan Negeri.'® Dalam hal ini Penulis menggunakan bahan
hukum primer anatara lain:

1) Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor
331/Pid.B/2018/PN Bjn tentang pencurian dalam keadaan
memberatkan.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku-buku teks, kamus
hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan tindak pidana
pencurian dalam keadaan memberatkan.

1) Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi 2008).

2) Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia.

3) Lamintang, dkk, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta
Kekayaan.

4) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam.

5) M. Nurul Irfan, dkk, Figh Jinayah.

6) Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk, Fikih Muyassar.

7) Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu ( Jilid 7).

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum di dalam skripsi ini, meliputi:

' Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Media Group 2006), 141.
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a. Dokumentasi
yaitu teknik mencari bahan hukum dengan cara membaca dan
menelaah bahan hukum pada Direktori Putusan Pengadilan Negeri
Bojonegoro Nomor 331/Pid.B/2018/PN Bjn. Teknik ini digunakan
untuk memperoleh bahan hukum tentang dasar hukum hakim dalam
putusan pencurian dalam keadaan memberatkan.
b. Pustaka
Tujuan dan kegunaan kepustakaan pada dasarnya adalah
menunjukan jalan pemecahan permasalahan penelitian.'” Dengan cara
mengumpulkan bahan hukum yang bersumber dari buku-buku,
perundang-undangan, jurnal dan artikel serta literatur yang relevan
dengan masalah yang akan dibahas. Pengumpulannya dilakukan
dengan membaca, menelaah dan mencatat bahan hukum yang relevan
dengan penelitian yang akan dibahas.
4. Teknik pengolahan bahan hukum
Setelah semua bahan hukum yang terkait dengan permasalahan
dalam penelitian ini terkumpul, Penulis mengolah data menggunakan
beberapa teknik, antara lain:
a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh,
terutama kelengkapan Putusan Nomor 331/pid.B/2018/PN Bjn,

kejelasan makna tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana

"Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 112.
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pencurian dalam keadaan memberatkan, sesuai dengan bahan hukum

yang telah diperoleh.
b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan bahan hukum

yang telah diperoleh.
c. Analizing, yaitu menganalisis bahan hukum-bahan hukum yang telah

diperoleh.
5. Teknik analisis bahan hukum

Teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan metode
hukum normatif. Di mana Penulis akan menentukan suatu hukum terhadap
perumusan masalah yang dibahas, serta bahan hukum untuk analisis yang
bersumber dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis
dengan hukum pidana Islam, dalam hal ini Penulis menggunakan teori

Hudud.

J. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan skripsi ini, diperlukan sistematika agar
pembahasannya lebih tersusun dan terarah, Penulis membuat sistematika yang
terdiri dari lima bab, masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan
yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab ke dua, memuat landasan teori yang diambil dari literatur yang

berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Di dalam bab ini Penulis
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akan memaparkan tentang beberapa poin yaitu: (1) teori hukum pidana, (2)
tindak pidana pencurian dalam hukum positif, (3) teori hukum pidana Islam, (4)
pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian.

Bab ke tiga, memuat deskripsi secara singkat mengenai Putusan
Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 331/pid.B/2018/PN Bijn tentang pencurian
dalam keadaan memberatkan.

Bab ke empat, berisi tentang analisis hukum pidana islam dan hukum
positif terhadap Putusan Nomor 331/pid.B/2018/PN Bjn tentang pencurian dalam
keadaan memberatkan.

Bab lima, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang
menjawab dari rumusan masalah dan juga berisikan saran dari penelitian ini. Bab
ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengeni

apa dan bagaimana isi dari pokok pembahasan tersebut.



BABII

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-
kaidah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang tingkah
laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan
pelaksanannya dengan suatu sanksi.'® Pendapat lain mengatakan bahwa hukum
adalah peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi
kepentingan orang dalam masyarakat. '’

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu
dalam hal sanksinya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus
dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.”’ Pendapat lain
mengatakan bahwa hukum pidana merupakan suatu kesuluruhan asas-asas dan
peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau masyarakat lainnya, di mana
mereka sebagai orang yang memelihara ketertiban umum melarang melakukan
tindakan melawan hukum dan telah memberikan hukuman terhadap

pelanggarnya. 2

' Sudikno Mertokusumo, Menganal Hukum, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003), 40.
¥ Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 7.
? Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Edisi Revisi), (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 2.

2L Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinara Grafika, 2015), 1.

16
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Menurut Moeljatno Hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan
hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-
aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang
siapa melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa seseorang yang melanggar dapat
dijatuhi pidana sesuai yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan

tersebut.*

Adapun tujuan hukum pidana ialah mengatur masyarakat sedemikian rupa
sehingga hak dan kepentingan masyarakat itu terlindungi. Dengan menjatuhkan
sanksi pada seseorang atau badan yang perbuatannya membahayakan
kepentingan orang lain atau masyarakat, hukum pidana dapat menjaga ketertiban

dan keteraturan dalam masyarakat.*

Dalam Pasal 10 KUHP pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu pidana
pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari beberapa macam yaitu, 1)
pidana mati, 2) pidana penjara, 3) pidana kurungan, 4) pidana denda dan 5)

pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari 1) pencabutan hak-hak

2 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi 2008), (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 5.
3 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia..., 236.
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tertentu, 2) perampasan barang-barang tertentu dan 3) pengumuman putusan

hakim.

. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Positif

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di
dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, peristiwa ini sering kali terjadi.
Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar di antara jenis-jenis kejahatan
yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan
mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat.

Pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP merupakan pencurian
dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya yaitu unsur objektif adanya
perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada perbuatan dan perbuatan itu dilarang
oleh undang-undang, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi pidana berupa
penjara. Sedangkan unsur subjektif yaitu, dengan maksud untuk memiliki secara
melawan hukum.**

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP, prinsip
unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini sama dengan unsur-unsur dalam
pasal 362 pencurian pokok. Dalam pasal ini ada unsur pemberatan yang ancaman
hukumannya lebih berat yaitu penjara selama-lamanya tujuh tahun.”> Adapun

rumusannya berbunyi sebagai berikut:

# Ismu Gunadi, dkk, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2015),
127.
* Ibid., 130.
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1. Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

(1) Pencurian ternak

(2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau
gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar,
kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan atau kesengsaraan
di masa perang.

(3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang di situ
tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang
punya hak.

(4) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

(5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau
untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,
memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu
hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan tahun.

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan
kualifikasi seperti yang diatur dalam pasal 363 KUHP di atas mempunyai arti
yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok yang
telah dibicarakan dalam paragraf terdahulu dan dengan demikian juga
mempunyai unsur-unsur yang sama, masing-masing yakni:

1. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.
2. Unsur-unsur objektif: a) barang siapa, b) mengambil, c) sebuah benda, d)

yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

Salah satu contoh dalam pasal 363 ayat (1) angka 1 KUHP yakni pencurian

ternak. Pencurian ternak tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
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1. Unsur subjektif: dengan maksud untuk mengusai secara melwan hukum.
2. Unsur-unsur objektif: a) barang siapa, b) mengambil, c) sebuah benda,
dalam hal ini ternak, d) yang sebagian atau seluruhnya merupakan

kepunyaan orang lain.

C. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah fikih jinayah.”” Fikih jinayah ialah ilmu
tentang hukum syarak yang berkaitan dengan masalah perbuatan (jarimah) dan
hukumannya (‘uqubah) yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Objek
pembahasan fikih jinayah ada dua macam, yaitu jarimah (perbuatan pidana) dan
‘uqubah (hukumanya).

Menurut Imam Al Mawardi jarimah ialah perbuatan yang dilarang oleh
syarak yang diancam oleh Allah Swt. Dengan hukuman had atau takzir.
Sedangkan pengertian hukuman menurut Abdul Qadir Audah ialah pembalasan
yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran
atas ketentuan-ketentuan syarak.”®

Jarimabh terdiri dari beberapa macam, antara lain sebagai berikut:

1. Jarimah hudud
Jarimah hudud ialah jarimah yang diancam dengan hukuman Aad.
Menurut Abdul Qadir Audah Aad ialah hukuman yang telah ditentukan oleh

syarak dan merupakan hak Allah Swt. Pendapat lain dari Nawawi Al-Bantani

6 Lamintang, dkk, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), 36.

*" Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 1.

2 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),1.
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mendefinisikan hudud, yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib
diberlakukan kepada seorang yang melanggar suatu pelanggaran yang
akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan
pelaku maupun dalam rangka memaksanya. *°

Jarimah hudud terdiri dari tujuh macam dantaranya yaitu:

a. Jarimah zina

b. Jarimah gadhaf(menuduh orang berbuat zina)

c. Jarimah shurb al-khamr (meminum minuman keras)

d. Jarimah sarigah (pencurian)

e. Jarimah Airabah (perampokan)

f. Jarimah riddah (murtad) dan,

g. Jarimah al-baghyu (pemberontakan)

Salah satu contoh bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku jarimah
hudud yaitu berupa potong tangan bagi pelaku pencurian jika telah memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan.

2. Jarimah kisas
Menurut Al-Jurjani kisas ialah mengenakan sebuah tindakan (sanksi
hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku
tersebut. Sementara itu dalam Al-Mu’jam Al-Wasit, kisas diartikan dengan
menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan

tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh

» M. Nurul Irfan, dkk, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2014), 14.



22

dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian nyawa pelaku pembunuhan
dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku
penganiyaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. *°
3. Jarimah takzir
Secara istilah takzir ialah hukuman atas dosa yang tidak ada hukuman
had dan kafarat padanya. Hukuman takzir wajib pada semua dosa yang tidak
memiliki hukuman Aad dan kafarat dari peletak syariat.>’ Menurut Wahbah
Al-Zuhaili sanksi-sanksi takzir adalah hukuman yang secara syarak tidak
ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkan kepada penguasa
negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai
dengan kejahatannya. Sanksi-sanksi takzir sangat beragam sesuai dengan
situasi dan kondisi masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam
berbagai masa dan tempat.*
Hukuman-hukuman takzir antara lain sebagai berikut:
a. Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan seperti mencambuk dan
mengeksekusi hukuman mati.
b. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, dengan melenyapkan dan
denda, seperti memecahkan patung dan menghancurkannya.
c. Hukuman takzir yang berkaitan dengan keduanya, seperti mencambuk
pencuri yang mencuri (barang) bukan dari tempat penyimpanan ditambah

dengan denda berlipat.

3% Nur Lailatul Musyafa’ah, Hadis Hukum Pidana, (Surabaya: UIN SA Pers, 2014), 21.
31 Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk, Fikih Muyassar, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 602.
32 M. Nurul Irfan, dkk, Figh Jinayah...,139.
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d. Hukuman takzir yang berkaitan dengan kebebasan yaitu dengan
memenjarakan dan mengasingkan.
e. Hukuman takzir yang berkaitan dengan kejiwaan, seperti mencela
memarahi, dan menghardik.33
Pembuat hukum tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari syariat
tanpa tujuan apa-apa, melainkan di sana ada tujuan tertentu yang luas. Para ahli
hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syariat Islam,
diantaranya:

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup, dalam kehidupan
manusia ini merupakan hal penting, sehingga tidak dapat dipisakan. Apabila
kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan
ketidaktertiban di mana-mana.

2. Menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder). Ini mencakup hal-hal
penting bagi ketetuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan
memudahkan kerja keras serta beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan
berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menimbulkan kekacauan atau
ketidaktertiban dalam masyarakat, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi
masyarakat.

3. Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai

perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial

33 Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk, Fikih Muyassar..., 605.
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dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih

baik.**

D. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam
1. Pengertian pencurian
Pencurian dalam syariat islam disebut dengan “sarigah”. Sarigah ialah
mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu
daya.”> Pendapat lain mengatakan bahwa pencurian ialah pebuatan yang
mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan iktikad tidak baik.*

Beberapa ahli mengemukakan definisi pencurian, diantaranya sebagai

berikut:

a. Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini berpendapat bahwa pencurian
(sarigah) ialah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi
dan dzalim, diambil dari tempat penyimpannnya yang biasa digunakan
untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

b. Wahbah Al Zuhaili berpendapat bahwa pencurian (sarigah) ialah
mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa
digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-

sembunyi.’’

3 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Gema Insani Press, 2003) 19.
> M. Nurul Irfan, dkk, Figh Jinayah..., 9.

%% Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam..., 28.

¥ Ibid., 100.



25

c. Mahmud Syaltut berpendapat bahwa pencurian ialah mengambil harta
orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang
tidak dipercayai menjaga barang tersebut.*®

Dari beberapa definisi sarigah diatas, dapat disimpulkan bahwa sarigah
ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari
tempat penyimpan yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau
harta tersebut.

2. Macam-macam pencurian

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang

hukumannya Aad dan pencurian yang hukumannya takzir.>®
Pencurian yang diancam dengan hukuman Aad dibagi menjadi dua yaitu:
a. Sarigah sughra (pencurian kecil/biasa)

Yang dimaksud pencurian kecil adalah pengambilan harta kekayaan
yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil
ini harus menuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu
dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut dengan pencurian
kecil. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah
dengan disaksikan sipemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan
fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian
kecil, tetapi penjarahan. Dengan demikian juga seseorang yang merebut
harta orang lain, tidak masuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi

pemalakan atau perampasan, semuanya termasuk ke dalam lingkup

% A. Djazuli, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 83.
3 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., 81.
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pencurian. Meskipun demikian jarimah ini tidak dikenakan hukuman Aad,
melainkan takzir. Seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah

dengan direlakan dan tanpa disaksikan olehnya, tidak dapat dianggap

pencuri.40

b. Sarigah kubra (pencurian besar/pembegalan)

Yang dimaksud pencurian besar adalah pencurian yang dilakukan
dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal tersebut
terjadi sehingga terjadi kekerasan. Kalau di dalamnya tidak terdapat unsur
kekerasan, disebut penjarahan, penjambretan, atau perampasan.

Pencurian yang diancam dengan hukuman takzir pun ada dua macam
antara lain sebagai berikut:

a. Pencurian yang diancam dengan had tetapi tidak memenuhi syarat untuk
dapat dilaksanakan had karena ada syubhat (seperti mengambil harta
milik anak sendiri atau harta bersama).

b. Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas
dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan (misalnya
mengambil jam tangan yang ada di tangan pemiliknya dengan

sepegetahuan pemiliknya dan membawanya lari). *'

* Abdul Qadir Audah, Ensiklopodia Hukum Pidana Islam (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 181.
*!' A Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2000), 72.
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3. Unsur-unsur tindak pidana (jarimah)

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (jarimah)

apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, unsur-unsur tindak pidana dibagi

menjadi tiga diantaranya:

a.

Unsur formal yakni adanya undang-undang atau nas, artinya setiap
perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat
dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya.
Dalam hukum positif hal ini dikenal dengan istilah asas legalitas.

Unsur material yakni sifat melawan hukum, yaitu tindak pidana yang
berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Misalnya, pencurian adalah
tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain.
Tindakan pelaku tersebut adalah unsur material, yaitu perilaku yang
membentuk pidana. Dalam hukum positif perilaku tersebut disebut unsur
objektif yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.

Unsur moral yakni pelakunya mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai
pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena
itu, pelaku tindak pidana harus orang yang dapat memahami hukum,
mengerti isi beban dan sanggup menerima beban tersebut. Yang dianggap

orang mukalaf yaitu yang agi/ dan baligh. **

* Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam..., 12.
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4. Unsur-unsur pencurian
Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa unsur-
unsur pencurian itu ada empat macam, antara lain sebagai berikut:*
a. Mengambil secara diam-diam.

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban)
tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak
merelakannya. Contohnya, seperti mengambil barang orang lain di dalam
rumahnya di malam hari ketika pemilik rumah sedang tidur, dengan
demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi
tanpa kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan
perampasan.

b. Barang yang diambil berupa harta

Bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal
(harta), seperti hamba sahaya atau anak kecil yang belum tamyiz maka
pencuri tidak dikenai hukuman had. Dalam kaitan dengan barang yang
dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan
hukuman potong tangan. Antara lain sebagai berikut:

1) Barang yang dicuri harus mal mutagawwim.

Pencurian baru dikenai /ad apabila barang yang dicuri merupakan

barang mutagawwim, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut

syarak. Barang yang tidak bernilai menurut pandangan syarak yaitu

karena zatnya haram, seperti bangkai, babi, minuman keras dan

# Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., 83.
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sejenisnya tidak termasul mal mutagawwim, dan orang yang
mencurinya tidak dikenai hukuman.
2) Barang tersebut harus bergerak.
Suatu benda dianggap sebagai bergerak apabila benda tersebut bisa
dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini tidak berarti
benda tersebut benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup
apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau orang lain.
3) Barang tersebut tersimpan di tempat simpanannya.
Jumhur fugaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk
dikenakannya hukuman /Aad bagi pencuri adalah bahwa barang
tersebut tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zahiriyyah
dan muhaditsin tetap memberlakukan hukuman Aad walaupun
barang tersebut tidak berada dalam tempat penyimpanannya apabila
barang tersebut telah mencapai batas nisab pencurian.*!
4) Barang tersebut mencapai nisab pencurian
Jumhur fugaha berpendapat bahwa hukuman potong tangan baru
diterapkan kepada pencuri apabila nilai barang yang dicurinya
mencapai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak.*’
c. Harta yang diambil adalah milik orang lain.
Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat
dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak

milik orang lain. Apabila barang yang dimabil dari orang lain itu hak

* Ibid., 84.
* bid., 85.
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milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak
dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukan
secara diam-diam.

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman
had apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri.
Dalam hal ini pelaku hanya dikenai hukuman takzir. Contohnya, seperti
pencurian orang tua terhadap harta anaknya.*

d. Adanya niat yang melawan hukum.

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu
barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan
karenanya haram untuk diambil. Jika pencuri tersebut mengambil barang
dengan keyakinan bahwa barang tersebut mubah maka ia tidak dikenai
hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum. Untuk
terpenuhinya unsur ini maka disyaratkan pengambilan tersebut dilakukan
dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri. Demikian pula halnya
pelaku pencurian tidak dikenai hukuman, Apabila pencurian tersebut
dilakukan dengan terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.*’

5. Hukuman untuk Pencurian
Islam melarang umatnya mengambil harta orang lain dengan jalan
bathil. Pencurian atau sarigah termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil

harta orang lain. Pencurian dalam Islam merupakan tindak pidana berat dan

* Ibid., 87.
7 Ibid., 88.
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dikenakan hukuman potong tangan apabila unsur-unsurnya terpenuhi.*® Sesuai

dengan firman Allah Swt. Dalam surah Al-Maidah (5): 38
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Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan
dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Apabila suatu kasus kejahatan pencurian terbukti kebenarannya, maka
yang sebenarnya harus dilakukan adalah menjatuhkan hukum potong tangan
terhadap pelakunya, karena pencurian adalah sebuah kejahatan. Apabila tidak
sampai ada keharusan hukuman potong tangan, maka dijatuhi hukuman denda
ganti rugi.

Berdasarkan hal yang disebutkan di atas, maka hukuman untuk tindak
pidana pencurian ada dua macam diantaranya:

a. Potong tangan
b. Penggantian kerugian

Apabila pelaku pencurian telah dijatuhi hukuman potong tangan,
sementara barang curiannya masih ada maka barang itu dikembalikan kepada
pemiliknya, karena barang tersebut tetap sebagai hak miliknya. Apabila

barangnya telah hilang atau rusak para ulama berbeda pendapat seputar

apakah si pencuri itu juga didenda atau tidak, diantaranya sebagai berikut:*

48 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidanalslam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 156.
* Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu ( Jilid 7), (Jakarta: Darul Fikri, 2007), 372.
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a. Ulama Hanafiyah berpendapat, apabila barang yang dicuri telah hilang, si
pencuri tidak bisa dijatuhi hukuman denda dan hukuman potong tangan
sekaligus.

b. Ulama Malikiyah berpendapat, apabila si pencuri adalah orang yang
mampu ketika menjalani hukuman potong tangan, maka ia dijatuhi hukum
potong tangan sekaligus dikenai hukum denda, sebagai bentuk pemberatan
atas dirinya. Namun jika ia orang yang tidak mampu, maka ia tidak
dikenai tuntutan untuk mengganti nilai barang yang dicuri, sehingga ia
tidak dapat dikenai denda akan tetapi hanya dijatuhi hukuman potong
tangan.

c. Ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah berpendapat, seorang pencuri
dijatuhi hukuman potong tangan sekaligus denda, schingga apabila
barangnya masih ada maka dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila
barangnya telah binasa maka harus mengembalikan gantinya. Apabila
barang tersebut termasuk kategori barang mithli, ia harus mengganti
dengan barang yang serupa. Apabila barang tersebut termasuk kategori
gimmiy, maka ia mengganti nilainya, baik sipencuri orang mampu maupun
orang miskin. Keharusan hukuman denda ganti rugi adalah hak adami,
sedangkan keharusan potong tangan adalah hak Allah Swt.*

Dalam hal pengulangan tindakan pencurian dilakukan, ulama sepakat
si pelaku dipotong tangan kanannya, apabila ia mencuri lagi maka yang

dipotong adalah kaki kirinya. Selanjutnya para ulama berbeda pendapat

0 1bid., 373.
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terkait pemotongan tangan kirinya jika ia melakukan pencurian untuk ketiga

kalinya, dan pemotongan kaki kanan untuk pencurian yang keempat kalinya.

Diantaranya sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa, setelah tangan
kanan dan kaki kirinya dipotong, apabila si pencuri melakukan pencurian
lagi, maka si pencuri tidak dijatuhi hukuman potong tangan,akan tetapi
dijatuhi hukuman denda, dijatuhi hukuman takzir dan di penjara sampai ia
bertobat.

b. Ulama Malikiyah dan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa, apabila si
pencuri melakukan pencurian untuk ketiga kalinya maka tangan kirinya
yang dipotong, apabila ia melakukan pencurian lagi untuk yang keempat
kalinya, maka kaki kanannya yang dipotong. Apabila sipencuri melakukan
pencurian lagi maka dijatuhi hukaman takzir. Karena perbuatannya
merupakan sebuah kemaksiatan yang tidak ada hukuman /4ad lagi maupun
kafarat di dalamnya, maka ia dihukum takzir.”"

Hikmah dibalik pemotongan tangan dan kaki tersebut adalah si pelaku
dalam melakukan aksinya mengandalkan tangan dan kakinya, ia mengambil
barang curian dengan menggunakan tangannya, dan ia berjalan dengan
menggunakan kakinya. Oleh karena itu anggota tubuh yang dipotong adalah
tangan dan kaki. Alasan pemotongan dilakukan dengan cara silang (dipotong

tangan kanannya apabila melakukan pencurian, kemudian jika mencuri lagi

S bid., 374.
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dipotong kaki kirinya), agar sipencuri masih bisa mendapatkan fungsi organ
tangan dan kaki, hanya saja tidak sempurna seperti semula.

Dalam hal bagian tangan mana yang dipotong, jumhur ulama
mengatakan, bahwa bagian dari tangan yang dipotong yaitu mulai dari
pergelangan tangan, berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah
saw. memotong tangan pencuri dari pergelangan tangannya. Ada beberapa
ulama yang berpendapat, tangan yang dipotong hanyalah jari jemari tangan
saja.

Menurut jumhur ulama, bagian kaki yang dipotong ialah dari
pergelangan kaki. Setelah dipotong, menurut sunnah, tangan atau kaki si
pencuri yang dipotong dikalungkan kelehernya, hal ini dilakukan supaya
memberi efek jera dan takut kepada orang-orang. Luka bekas potongan
tersebut hendaknya diobati.”

Sifat hukuman Aad pencuri berdasarkan kesepakatan, adalah murni hak
Allah Swt. Sehingga jika statusnya sudah positif, maka tidak memiliki celah
adanya pengampunan, kesepakatan damai atau pembebasan. Oleh karena itu,
apabila seorang hakim telah memerintahkan pemotongan tangan seorang
pencuri, lalu korban pencurian mengampuni sipelaku, pengampunan tersebut
batal dan sia-sia. Karena keabsahan suatu pengampunan adalah dengan
ketentuan jika sesuatu yang diampuni itu adalah hak orang yang memberikan

pengampunan, sementara potong tangan adalah murni hak Allah Swt.

52 1bid., 376.
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Berdasarkan hal tersebut. Dalam hukuman Aad pencurian berlaku
prinsip at-tadakhul. Artinya ada seseorang yang telah melakukan sejumlah
aksi pencurian, kemudian kasus tersebut dilaporkan kepada hakim, maka
hukuman had yang dijatuhkan kepadanya hanyalah satu Aad untuk semua
pencurian yang dilakukan tersebut. Karena sejumlah kejahatan yang dilakukan
tersebut, merupakan kejahatan yang sejenis, maka hukuman Ahad yang
dijatuhkan kepada si pencuri cukup satu Aad saja. Hal ini dikarenakan maksud
dan tujuan penegakan hukuman Aad adalah untuk memberi pelajaran dan efek
jera, dan hal tersebut bisa terwujud dengan satu hadsaja.”

Dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa diantara macam-macam
dan jenis-jenis jarimah hudud salah salah satunya yaitu jarimah sarigah atau
pencurian yang secara tegas diatur dalam nash-nash Al-Quran dan Hadist,
bahwa hukuman bagi pelaku jarimah sarigah adalah potong tangan jika
terpenuhinya syarat dan rukun tindak pidana tersebut, namun jika dari salah
satu syarat dan unsur dari tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka
hukumannya adalah Takzir.

6. Pembuktian kejahatan pencurian

Bagi seorang hakim, pembuktian suatu kejahatan pencurian bisa

didapatkan dengan dua cara, yaitu saksi (bayyinah) dan pengakuan pelaku.

Ada beberapa syarat-syarat saksi (bayyinah) diantaranya sebagai berikut:

33 1bid., 377.
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a. Laki-laki
Kesaksian perempuan tidak bisa diterima dalam kasus hukuman Aad dan
kisas.

b. Adil
Kesaksian orang fasik tidak bisa diterima dalam kasus.

c. Al-Ashalah (orisinil)

Persaksian atas persaksian tidak diterima dalam kasus hukuman Aad dan
kisas, karena adanya unsur syubhat.

d. Kasus atau kejadian belum kadaluwarsa, kecuali dalam kasus hukuman
had, qadhaf dan kisas.

Apabila ada sejumlah orang memberikan kesaksian atas suatu kasus
pencurian setelah berlalu beberapa lama, maka kesaksian tersebut tidak
bisa diterima, karena adanya unsur syubhat.

e. Adanya pengajuan dakwaan dan memperkarakan oleh pemilik tangan yang
sah, seperti dari pemilik tangan kepemilikan, pemilik tangan amanat, atau
pemilik tangan yang menanggung denda, seperti yang telah disebutkan
diatas.>*

Bagi seorang hakim kasus kejahatan pencurian bisa ditetapkan
berdasarkan pengakuan si pelaku pencuri itu sendiri. Karena seseorang tidak
dicurigai menyimpan motif-motif tertentu ketika dengan sendirinya ia

memberikan pengakuan tentang sesuatu yang justru merugikan dirinya sendiri.

> 1bid., 405.
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Dalam hal ini  terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat

pengakuan, antara lain:

a.

Imam Abu Hanifah, Muhammad, dan jumhur ulama berpendapat bahwa,
pelaksanaan hukuman potong tangan sudah bisa dilakukan hanya
berdasarkan satu kali pengakuan saja. Imam Abu Hanifah dan Muhammad
juga berpendapat bahwa dalam kasus pencurian yang ditetapkan
berdasarkan pengakuan sipelaku sendiri, maka disyaratkan juga harus ada
dakwaan dan sikap memperkarakan oleh korban pencurian. Oleh karena itu
apabila ada seorang pencuri yang memberikan pengakuan, namun sikorban
orangnya sedang tidak ada, maka sipelaku belum bisa dikenai hukuman
potong tangan selama sikorban tidak hadir dan mengajukan dakwaan serta
tuntutan, sebagaimana yang ditetapkan dalam kasus pencurian
berdasarkan saksi (bayyinah).

Abu Yusuf dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa, dalam kasus
pencurian yang ditetapkan berdasarkan pengakuan sipelaku sendiri, maka
sipelaku belum bisa dikenai hukuman potong tangan kecuali dengan
pengakuan sebanyak dua kali, sebagaimana kasus pencurian yang
ditetapkan dengan saksi, maka jumlah saksi harus dua orang saksi. Abu
Yusuf juga berpendapat bahwa, dalam kasus pencurian yang ditetapkan
berdasarkan pengakuan sipelaku sendiri, maka dakwaan dan tuntutan dari
korban tidak menjadi syarat dan keharusan untuk menjatuhkan hukuman

potong tangan terhadap sipelaku. Karena seseorang tidak mencurigai
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menyimpan motif-motif tertentu di balik sikapnya yang dengan sendirinya

memberikan pengakuan tentang sesuatu yang merugikan dirinya sendiri.”

>3 1bid., 407.



BAB III

TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN
MEMBERATKAN DALAM PUTUSAN NOMOR:
331/Pid.B/2018/PN Bjn

Identitas Terdakwa

Jony Candra Kirana Bin Suwito, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan
Indonesia yang lahir di Bojonegoro/Jawa timur pada tanggal 8 Agustus 1990,
bertempat tinggal di Desa Pacul Rt.10/02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten
Bojonegoro, beragama Islam, pekerjaan swasta, melakukan tindak pidana

pencurian dalam keadaan memberatkan.

Kronologi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar jam 01.45 WIB ketika
piket malam terdakwa Jony Candra kirana Bin Suwito yang bertugas sebagai
security di perumahan Polim Regency sebelumnya sudah merencanakan untuk
mengambil barang berupa uang, kemudian terdakwa mengambil kunci pintu club
house yang terdakwa simpan di pos depan perumahan Polim Regency sambil
membawa senter yang merupakan perlengkapan security milik terdakwa menuju
ke lokasi club house yang berjarak sekitar kurang lebih 1 km dari pos depan
perumahan Polim Regency. Kemudian terdakwa mematikan aliran listrik club

house untuk mempermudah terdakwa dalam melakukan aksinya, kemudian
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terdakwa membuka pintu club house menggunaan kunci asli setelah itu terdakwa
masuk dan langsung menuju laci meja recepcionist club house untuk mengambil
uang yang ada di dalam laci dengan membuka laci secara paksa sampai rusak.

Terdakwa mengambil barang di dalam club house yang masih masuk area
perumahan Polim Regency sebanyak 5 (lima) kali. Sejak tanggal 18 Oktober
2018 terdakwa mengambil sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
kemudian berlanjut pada tanggal 19 Oktober 2018 terdakwa kembali mengambil
sejumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 20 Oktober terdakwa
kembali melakukan pengambilan sejumlah uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu
rupiah), tanggal 25 Oktober 2018 terdakwa kembali melakukan pengambilan
uang sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan tanggal 27
Oktober 2018 terdakwa kembali untuk melakukan aksinya namun laci meja
kosong.

Terdakwa Jony Candra Kirana Bin Suwito melakukan perbuatan tersebut
tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Luas Nusantara, atas perbuatannya tersebut
mengakibatkan PT. Luas Nusantara mengalami kerugian kurang lebih sebesar

Rp. 6.326.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Fakta Hukum
Untuk membuktikan dakwaannya, jaksa penuntut umum telah
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi Joko Suprapto Bin Djaelani, menerangkan bahwa saksi mengetahui

terdakwa telah melakukan pencurian setelah melihat CCTV, barang yang
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diambil berupa uang. Kejadian kehilangan tersebut sebanyak 4 (empat)
kali. Total uang yang hilang dari 4 kejadian tersebut sebesar Rp.
6.326.500,00 (enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)
yang merupakan uang dari hasil penjualan karena di club house ada kolam
renang, fittnes dan cafe. Uang tersebut tersimpan di dalam laci dan
keadaan tidak terkunci, tidak ada kerusakan terkait dengan kejadian
tersebut, namun memang ada kerusakan di laci karena sudah pernah rusak
sebelumnya.

Saksi Rizki Dwi Lestari, menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. Luas
Nusantara sebagai bagian keuangan, saksi membuat rekapan keuangan
dalam waktu 1 minggu sebanyak 2 sampai 3 kali. yang saksi ingat
beberapa hari sebelum setor uang dari hasil rekapan ternyata ada selisih
atau kekurangan sejumlah Rp. 6.000.0000,00 (enam juta rupiah).

Saksi Wahyu Yurianto Putra, menerangkan bahwa saksi pernah
melakukan penyetoran uang kepada sdr. Rizki pada tanggal 18 Oktober
2018 telah dilakukan perhitungan namun belum diketahui adanya
kehilangan uang, baru keesokan harinya diketahui setelah dilakukan
perhitungan kembali yaitu tanggal 20 Oktober 2018, saksi mengetahui
uang yang hilang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Uang di
dalam laci tidak diambil semua dan ada yang disisakan, atas kejadian itu

tidak ada yang rusak.
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4. Keterangan terdakwa

Selain keterangan dari saksi-saksi tersebut, terdakwa juga
memberi kesaksiannya pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa
bekerja sebagai penjaga keamanan atau security di polim regency sudah 8
(delapan) tahun dengan gaji sebesar Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus
ribu rupiah). Bahwa kunci pintu club house dititipkan di pos jaga oleh
petugas club house pada pukul 20.00 wib. Terdakwa telah mengambil
uvang milik PT. Luas Nusantara di dalam club house area perumahan
Polim Regency. Perbuatan terdakwa dilakukan ketika terdakwa sedang
piket malam, dengan membawa lampu senter dan membawa kunci pintu
club house keliling komplek perumahan, lalu mendekati pusat arus listrik,
selanjutnya mematikan arus listrik sehingga CCTV padam dan tidak bisa
merekam kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, lalu terdakwa masuk ke
dalam club house dengan membuka kunci pintu club house yang telah
dibawanya, kemudian mengambil uang yang ada di dalam laci dengan
cara membuka laci terlebih dahulu dalam keadaan tidak terkunci karena
kunci masih menempel di laci tersebut, setelah uang diambil kemudian
laci ditutup kembali tanpa merusak, selanjutnya keluar dan pintu club
house ditutup kembali.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak hanya sekali,
Perbuatannya yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018
sekitar jam 01.45 wib dengan mengambil uang sejumlah Rp. 3.000.000,00

(tiga juta rupiah), yang kedua pada hari pada tanggal 19 Oktober 2018
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sekitar jam 21.30 wib telah mengambil uvang sejumlah Rp.2.000.000,00
(dua juta rupiah), selanjutnya perbuatan yang ketiga pada tanggal 20
Oktober 2018 sekitar jam 21.30 wib uang yang diambil sejumlah Rp.
858.000,00 dan perbuatan yang keempat pada tanggal 25 Oktober 2018
sekitar jam 01.45 wib uang yang diambil sejumlah Rp. 114.000,00
(seratus empat belas ribu rupiah). Terdakwa memiliki niat mencuri sejak
1 Minggu sebelum melakukan perbuatan. Uang yang diambil digunakan
untuk bersenang-senang dengan teman-teman, bernyanyi dan minum-

minum.

Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa didakwa dengan
dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)
KUHP adapun rumusan dari pasal 363 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

(1) Pencurian ternak

(2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau
gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar,
kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan atau kesengsaraan
di masa perang.

(3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang di situ
tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang
punya hak.

(4) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

(5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau
untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,
memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu
hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan tahun.
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Rumusan dari pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu
aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman
pidana pokok yang paling berat.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa

Yang dimaksud unsur barang siapa ialah subyek hukum dalam ini
ialah orang yang dapat bertanggungjawab. Dalam perkara ini yang
menjadi subyek hukum ialah Jony Candra Kirana bin Suwito, yang mana
identitas terdakwa sudah dicocokan dengan surat dakwaan penuntut
umum. Sepanjang persidangan majelis hakim mengamati terdakwa dan
menyatakan terdakwa termasuk orang yang mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,
terdakwa yang bernama Jony Candra Kirana Bin Suwito bekerja di PT.
Luas Nusantara sebagai penjaga malam atau Security Perumahan Polim
Regency sudah mempunyai niat 1 minggu sebelumnya untuk mengambil

uang yang ada di club house. Selanjutnya terdakwa melaksanakan

perbuatannya pada tanggal 18 Oktober sekitar jam 01.45 wib di club
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house Perumahan Polim Regency ketika terdakwa sedang jaga malam
melaksanakan tugasnya dengan cara berkeliling mengecek komplek dan
mendekati pusat arus listrik, kemudian mematikan arus listrik, sehingga
CCTV padam dan tidak bisa merekam perbuatan yang dilakukan
terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam club house dengan
membuka pintu menggunakan kunci asli yang telah dibawanya, kemudian
mengambil vang yang ada di laci dengan cara membuka laci yang tidak
terkunci karena kunci menempel di laci dengan sejumlah uang Rp.
3321.500,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
Setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut terdakwa menutup
laci tanpa merusak, kemudian keluar dari pintu club house dan
menutupnya kembali.

Perbuatan terdakwa yang kedua yaitu pada tanggal 19 Oktober 2018
sekitar jam 21.30 wib dengan cara yang sama, terdakwa berhasil
mengambil sejumlah uang Rp. 2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah).
Selanjutnya perbuatan yang ketiga yaitu pada tanggal 20 Oktober 2018
sekitar jam 21.30 terdakwa behasil mengambil sejumlah uang Rp.
858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Dan perbuatan
yang keempat terdakwa berhasil mengambil sejumlah uvang Rp. 114.000
(setaus empat belas ribu rupiah).

Uang hasil mengambil dari club house tersebut terdakwa gunakan
untuk minum-minum, bernyanyi dan bersenang-senang dengan teman-

temannya. perbuatan tersebut tanpa seizin dari pihak PT. Luas Nusantara.
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Perbuatan terdakwa baru diketahui PT. Luas Nusantara pada tanggal 27
Oktober dengan melihat rekaman CCTV. Namun dalam rekaman tersebut
terdakwa tidak mengambil uang karena laci dalam keadaan kosong karena
uang sudah diamankan di kantor.

Berdasarkan pertimbangan di atas terdakwa telah terbukti

mengambil barang berupa vang sejumlah Rp. 6.326.500,00 (enam juta tiga
ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) milik orang lain yaitu PT.
Luas Nusantara, diambil dengan melawan hukum karena tanpa
sepengetahuan pemiliknya yakni PT. Luas Nusantara, dan uang tersebut
terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dengan teman-temannya.
Dengan demikian unsur Unsur mengambil barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum telah terbukti.
. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai
pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu. Unsur tersebut bersifat alternatif, jadi tidak semua
dibuktikan. Apabila salah satu alternatif terbukti maka alternatif yang
lain tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan fakta persidangan yang sudah didapatkan terdakwa
yang bernama Jony Candra Kirana Bin Suwito yang bekerja di PT. Luas
Nusantara sebagai penjaga malam atau Security Perumahan Polim

Regency mengambil barang berupa uang yang ada di club house pada
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tanggal 18 Oktober sekitar jam 01.45 wib ketika terdakwa sedang jaga
malam melaksanakan tugasnya dengan cara berkeliling mengecek
komplek dan mendekati pusat arus listrik, kemudian mematikan arus
listrik, sehingga CCTV padam dan tidak bisa merekam perbuatan yang
dilakukan terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam club house
dengan membuka pintu menggunakan kunci asli yang telah dibawanya,
kemudian mengambil uang yang ada di laci dengan cara membuka laci
yang tidak terkunci karena kunci menempel di laci dengan sejumlah uang
Rp. 3321.500,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus
rupiah). Setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut terdakwa
menutup laci tanpa merusak, kemudian keluar dari pintu club house dan
menutupnya kembali, kemudian sentral listrik dihidupkan kembali.

Perbuatan terdakwa tersebut diulangi terus menerus yaitu pada
tanggal 19 Oktober 2018, tanggal 20 Oktober 2018, dan pada tanggal 25
Oktober. Perbuatan terdakwa kedua dan keempat dilakukan dengan cara
yang sama ketika melakukan perbuatan yang pertama. Hal ini sesuai
dengan keterangan saksi Joko Suprapto dan saksi Wahyu Yurianto Putra
yang menyatakan bahwa tidak ada kerusakan pintu club house maupun
laci tempat menyimpan uang.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh saat persidangan majelis
hakim menilai unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau

untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,



48

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tidak terbukti.

. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga
dipandang suatu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, pada tanggal 18 Oktober
sekitar jam 01.45 wib di club house area Perumahan Polim Regency
terdakwa sedang jaga malam dengan cara berkeliling mengecek komplek
dan mendekati pusat arus listrik, kemudian mematikan arus listrik,
sehingga CCTV padam dan tidak bisa merekam perbuatan yang dilakukan
terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam club house dengan
membuka pintu menggunakan kunci asli yang telah dibawanya, kemudian
mengambil uang yang ada di laci dengan cara membuka laci yang tidak
terkunci karena kunci menempel di laci dengan sejumlah uang Rp.
3321.500,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh satu lima ratus rupiah).
Setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut terdakwa menutup
laci tanpa merusak, kemudian keluar dari pintu club house dan
menutupnya kembali, kemudian sentral listrik dihidupkan kembali.
Selanjutnya terdakwa kembali mengulangi perbuatannya pada tanggal 19
Oktober 2018 sekitar jam 21.30 wib, perbuatan yang ketiga yaitu pada
tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 21.30 wib, dan perbuatan yang

keempat pada tanggal 25 Oktober sekitarjam 01.45 wib. Perbuatan ke dua
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sampai dengan yang keempat terdakwa lakukan dengan cara yang sama
dalam perbuatan yang pertama.

Berdasarkan hal di atas, terdakwa telah terbukti melakukan
pencurian sebanyak empat kali yaitu pada tanggal 18 Oktober, berlanjut
pada tanggal 19 Oktober 2018, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2018
dan pada tanggal 25 Oktober. Dengan demikian majelis hakim
berpendapat perbuatan terdakwa dilakukan secara terus menerus sebagai
perbuatan berlanjut maka unsur ini telah terbukti.

Berdasarkan hal diatas, salah satu unsur tidak terpenuhi dalam
dakwaan penuntut umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64
ayat (1) KUHP mengenai pemberatan tidak terbukti, sebagaimana
yurisprudensi Mahkamah  Agung, dalam putusannya Nomor
693.k/Pid/1996 yang menyatakan bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana
pencurian yang lebih ringan walaupun yang didakwakan terhadap
terdakwa adalah pencurian dengan pemberatan. Oleh karenanya majelis
hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum terkait dengan
pasal yang didakwakan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, walaupun salah
satu unsur tidak terpenuhi, yaitu yang berkaitan dengan pemberatan,
namun terdakwa terbukti melakukan pencurian sebagaimana yang diatur

di dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
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1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Oleh karena unsur dalam tindak pidana pencurian di atas telah
terbukti, serta dari fakta persidangan yang diperoleh perbuatan terdakwa
dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut, maka majelis
hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam pasal

362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64
ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian
yang dilakukan secara terus menerus sehingga dipandang sebagai

perbuatan dilanjutkan.

Berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan,
Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau
alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Barang bukti yang diperoleh yaitu berupa 1 (satu) buah kunci pintu
cafe club house, 1 (satu) buah tas merk polo top, 1 (satu) buah dompet

merek Levis, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu)
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celana pendek warna coklat, sepasang sepatu merk Ardiles, 1 (satu)
senter merk Swatt 120000 W, 1 (satu) buah flahdisk merk sandisk warna
hitam adalah barang milik PT. Luas Nusantara ataupun barang yang telah
dibeli terdakwa dengan menggunakan uang milik PT. Luas Nusantara,

maka dikembalikan kepada PT. Luas Nusantara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan

dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulangi lagi perbuatannya.

E. Amar Putusan
Isi putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa Jony Candra Kirana Bin
Suwito tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “pencurian” terus menerus sebagai perbuatan dilanjutkan
melanggar ketentuan dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Berdasarkan musyawarah Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan hal

yang memberatkan dan juga hal yang meringankan, maka majelis hakim
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memnjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, membebankan kepada terdakwa untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);



BAB IV
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCURIAN
DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan Nomor:
331/Pid.B/2018/PN Bjn)

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan

(Studi Putusan Nomor: 331/Pid.B/2018/PN Bjn)

Hakim dalam memutuskan perkara di persidangan ada dua bentuk
pertimbangan yang harus diterapkan. Pertimbangan hukum hakim ada dua yakni
pertimbangan yang bersifat yuridis dan bersifat sosiologis, pertimbangan yuridis
adalah pertimbangan hakim yang didasarkan ada fakta-fakta yuridis yang
terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang diterapkan sebagaiamana
yang harus termuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
keterangan Terdakwa, keterangan Saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal
dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan sosiologis dapat dilihat
dari latar belakang Terdakwa, kondisi Terdakwa dan agama Terdakwa.®

Dalam Putusan Nomor: 331/Pid.B/2018/PN Bjn tentang pencurian dalam
keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa Jony Candra Kirana Bin
Suwito, desa Pacul Rt.10/02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
telah disidangkan dan diputus dengan pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP yang dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

*® Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2007), 212.
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Di dalam hukum pidana, pencurian merupakan perbuatan yang dilarang dan
sudah jelas ancaman hukumannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) sebagai mana terdapat dalam pasal 362, 363, 364, 365, 366 dan
367 KUHP. Kasus yang penulis bahas termasuk dalam kategori pasal 363 KUHP
yang merupakan jenis pencurian dengan pemberatan.

Dalam kasus pencurian dengan pemberatan ini terdakwa melakukan
pencurian tersebut dengan cara mematikan aliran listrik club house untuk
mempermudah terdakwa dalam melakukan aksinya, kemudian terdakwa
membuka pintu club house menggunaan kunci asli setelah itu terdakwa masuk
dan langsung menuju laci meja recepcionist club house untuk mengambil uang
yang ada di dalam laci dengan membuka laci secara paksa sampai rusak.
Keseluruhan jumlah vuvang yang diambil oleh terdakwa setelah melakukan
beberapa kali pencurian yaitu sekitar Rp. 6.326.500,- (enam juta tiga ratus dua
puluh enam ribu lima ratus rupiah). Terdapat tiga saksi dalam perkara pencurian
dengan pemberatan yang keterangannya dibawah sumpah diberikan dan
dimasukkan dalam fakta hukum yang ada dalam persidangan.

Dalam Putusan Nomor: 331/Pid.B/2018/PN Bjn tentang pencurian dalam
keadaan memberatkan terdapat beberapa pertimbangan hukum hakim dalam
kasus tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”
Yang dimaksud unsur barang siapa ialah subyek hukum dalam ini ialah
orang yang dapat bertanggungjawab. Dalam perkara ini yang menjadi subyek

hukum ialah Jony Candra Kirana bin Suwito, yang mana identitas terdakwa
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sudah dicocokan dengan surat dakwaan penuntut umum. Sepanjang
persidangan majelis hakim mengamati terdakwa dan menyatakan terdakwa
termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,

terdakwa yang bernama Jony Candra Kirana Bin Suwito bekerja di PT. Luas
Nusantara sebagai penjaga malam atau Security Perumahan Polim Regency
sudah mempunyai niat 1 minggu sebelumnya untuk mengambil uang yang
ada di club house. Uang hasil mengambil dari club house tersebut terdakwa
gunakan untuk minum-minum, bernyanyi dan bersenang-senang dengan
teman-temannya. perbuatan tersebut tanpa seizin dari pihak PT. Luas
Nusantara.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Penulis putusan hakim Nomor:
331/Pid.B/2018/PN Bjn tentang pencurian dalam keadaan memberatkan yang
dilakukan oleh terdakwa Jony Candra Kirana Bin Suwito, desa Pacul Rt.10/02
Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sudah dijatuhkan kepada
terdakwa menggunakan pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum
yaitu pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) sedangkan jaksa penuntut umum
menuntut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam hal
ini hakim tidak memperhatikan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi bahwa

setelah pemeriksaan perkasa selesai Majelis Hakim akan mengadakan
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musyawarah, dan musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan
jaksa penuntut umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan.

Menurut Penulis Majelis Hakim memutus dengan pasal 362 KUHP jo Pasal
64 ayat (1) KUHP yaitu dengan melihat alat bukti yang ada dalam persidangan,
alat bukti yang ada dalam persidangan diantaranya keterangan saksi, petunjuk
yang berupa CCTV, dan keterangan terdakwa.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu
perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai
bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya
suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.’’ Mengenai macam-
macam alat bukti diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
yang terdiri dari:

1. Keterangan saksi

2. Keterangan ahli

3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Pasal yang di tuntut oleh Jaksa penuntut umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-
5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam pasal 363 KUHP tentang pencurian
dalam keadaan memberatkan berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

*’ Bastianto Nugroho, ’Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim menurut
KUHAP”, Jurnal, Vol 32 (Januari, 2017), 23.
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(1) Pencurian hewan

(2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau
gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar,
kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan atau kesengsaraan
di masa perang.

(3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
yang tetutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang di situ
tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang
punya hak.

(4) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

(5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau
untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,
memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis majelis hakim memutus
dengan pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP karna tidak terpenuhinya
unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP ayat (1) ke-5 KUHP dalam hal pemberatan
(pengrusakan), oleh karena itu hakim memutus menggunakan pasal yang tidak
didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Majelis hakim berkesimpulan terdakwa
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
pencurian terus menerus sebagai perbuatan dilanjutkan dengan masa hukuman
selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan di

luar pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Dalam Keadaan
Memberatkan (Studi Putusan Nomor: 331/Pid.B/2018/PN Bjn)

Dalam Putusan Nomor: 331/Pid.B/2018/PN Bjn tentang pencurian dalam
keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa Jony Candra Kirana Bin

Suwito, desa Pacul Rt.10/02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
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telah disidangkan dan terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan dijatuhi
hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Dalam hukum pidana Islam, pencurian disebut dengan sarigah. Sarigah
ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari
tempat penyimpan yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta.”®
Pencurian dalam hukum pidana Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang
hukumannya /ad dan pencurian yang hukumannya takzir.>®

Pencurian yang diancam dengan hukuman had dibagi menjadi dua yaitu;
Sarigah sughra (pencurian kecil/biasa) dan Sarigah kubra (pencurian
besar/pembegalan). Yang dimaksud pencurian kecil (sarigah sughra) adalah
pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa
izin. Sedangkan yang dimaksud pencurian besar (sarigah kubra) adalah pencurian
yang dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal
tersebut terjadi sehingga terjadi kekerasan.

Pencurian yang diancam dengan hukuman takzir pun ada dua macam yaitu;
Pencurian yang diancam dengan had tetapi tidak memenuhi syarat untuk dapat
dilaksanakan had karena ada syubhat (seperti mengambil harta milik anak sendiri
atau harta bersama) dan mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya,

namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan

¥ M. Nurul Irfan, dkk, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2014), 101.
% Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 81.
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(misalnya mengambil jam tangan yang ada di tangan pemiliknya dengan
sepegetahuan pemiliknya dan membawanya lari).*

Hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana pencurian
merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap apa yang mereka perbuat.
Dalam hukum islam potong tangan merupakan sanksi bagi pelaku tindak pidana
pencurian jika terpenuhinya syarat dan rukun tindak pidana tersebut, namun jika
dari salah satu syarat dan unsur dari tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka
hukumannya adalah Takzir.

Dalam hukum Pidana Islam, suatu perbuatan bisa dianggap sebagai tindak
pidana (jarimah) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi empat rukun atau syarat
yaitu:61
1. Mengambil secara diam-diam.

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak
mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak
merelakannya.

Dalam kasus ini Jony Candra kirana Bin Suwito yang bertugas sebagai
security di perumahan Polim Regency melakukan beberapa kali pencurian
secara diam-diam, pencurian pertama yaitu sekitar jam 01.45 WIB, pencurian
kedua yaitu sekitar jam 21.30 wib, selanjutnya perbuatan yang ketiga
terdakwa melakukan pencurian sekitar jam 21.30 wib, dan perbuatan yang

terahir terdakwa melakukan pencurian sekitar jam 01.45 wib yang akhirnya

% A Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2000), 72.
1 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., 83.
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ketahuan oleh saksi Joko Suprapto Bin Djaelani setelah melihat CCTV yang
ada di club house.
. Barang yang diambil berupa harta

Disyaratkan yang dicuri tersebut merupakan barang atau harta yang
berharga, merupakan benda bergerak, disimpan di tempat biasa digunakan
untuk menyimpan, dan mencapai nisab.

Dalam kasus ini Jony Candra kirana Bin Suwito telah mengambil
barang berupa uang, sudah jelas bahwa uang merupakan barang berharga.
Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut dari laci recepcionist club
house, sudah jelas bahwa uang tersebut sudah berpindah tangan ke tangan
pelaku dan telah digunakan untuk bersenang-senang bersama teman-teman
terdakwa. Terdakwa mengambil uang di laci recepcionist yang merupakan
tempat yang sudah biasa digunakan untuk menyimpan uang. Uang yang dicuri
kurang lebih sebesar Rp. 6.326.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh enam
ribu lima ratus rupiah).

Sudah diketahui bersama, bahwa menurut jumhur ulama satu dinar
adalah 12 dirham, satu dirham adalah 2,975 gram, sedangkan menurut ulama
Hanafiyah, satu dinar adalah 10 dirham. Dan karena mithsgal atau dinar
sepadan dengan 1 3/7 dirham, maka satu dinar 4,45 gram. Jadi kalau
dirupiahkan 1 gram emas: 464.000,00. Sedangkan nisab pencurian adalah %

dinar. 1 gram emas x satu dinar =(464.000,00 x 4,45 gram) = 2.064,800. Jadi
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kalau nisab pencurian ¥ dinar adalah = % : 2.064800= 516.000,00. Dengan
demikian sudah jelas bahwa harta yang dicuri mencapai nishab.®?
3. Harta yang diambil adalah milik orang lain.

Pelaku pencurian dapat dikenai hukuman had, apabila barang yang
dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Begitu pula apabila terdapat
syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelaku
hanya dikenai hukuman takzir.

Dalam kasus ini terdakwa Jony Candra Kirana Bin Suwito mengambil
barang berupa uang milik PT. Luas Nusantara dan tidak terdapat syubhat
(ketidakjelasan) terhadap barang yang dicuri, karena sudah jelas barang
tersebut milik dari PT. Luas Nusantara.

4. Adanya niat yang melawan hukum.

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang
padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram
untuk diambil.

Dalam kasus ini terdakwa Jony Candra Kirana Bin Suwito sudah
mengetahui bahwa barang tersebut milik orang lain, yaitu milik PT. Luas
Nusantara, akan tetapi terdakwa dari awal sudah berniat melakukan pencurian
di dalam club house, perbuatan tersebut sudah direncanakan seminggu

sebelumnya. Oleh karena itu sudah jelas bahwa terdakwa melakukan

6 Diyah Ratnasari, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Kotak Amal Masjid (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 54/Pid.B/2013/PN Xlt)”,
(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 75.
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pencurian tersebut ada unsur niat melawan hukum, berdasarkan apa yang
sudah penulis jelaskan di atas.

Berdasarkan semua penjelasan unsur-unsur diatas, menurut penulis bahwa
perbuatan terdakwa Jony Candra Kirana Bin Suwito telah memenuhi semua
unsur-unsur di atas, dan dapat dianggap suatu perbuatan tindak pidana (jarimah).
oleh karena sudah memenuhi semua unsur-unsur di atas, maka terdakwa Jony
Candra Kirana dijatuhi hukuman berupa hukuman hudud atau potong tangan
karena sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun tindak pidana tersebut.

Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam dapat dibuktikan
dengan dua macam alat bukti yaitu:

1. Dengan saksi
Dalam kasus ini terdapat 3 orang saksi yaitu saksi Joko Suprapto,
Rizki Dwi Lestar dan Wahyu Yurianto Putra. Tetapi yang mengetahui
bahwa pelaku pencurian ialah terdakwa yaitu saksi Joko Suprapto setelah
melihat CCTV yang ada di club house.
2. Dengan pengakuan
Pengakuan adalah salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian.
Menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad, dan jumhur ulama pengakuan
cukup dinyatakan satu kali pengakuan saja. Sedangkan menurut Abu Yusuf
dan ulama Hanabilah pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali.®®

Bahwa terdakwa Jony Candra Kirana Bin Suwito dalam kasus tersebut telah

63 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu ( Jilid 7), (Jakarta: Darul Fikri, 2007), 407.
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mengakui  perbuatannya dan berterus-terang dalam memberikan
pengakuannya di persidangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah jelas bahwa terdakwa telah terbukti
melakukan pencurian berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa
sendiri di persidangan.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas penulis memberikan
kesimpulan, bahwa dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan
yang dilakukan oleh terdakwa Jony Candra Kirana Bin Suwito, dalam hukum
positif hakim memutuskan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan
hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan membebankan
kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.200.000,- (Dua
Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan dalam hukum pidana Islam, terdakwa Jony
Candra Kirana Bin Suwito dijatuhi hukuman berupa hukuman hudud atau potong

tangan karena telah terpenuhinya semua syarat dan rukun tindak pidana tersebut.



BABV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan negeri Bojonegoro
Nomor: 331/Pid.B/2018/PN Bjn tentang tindak pidana pencurian dalam
keadaan memberatkan dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan
dan meringankan sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan penjara
selama 1 tahun 2 bulan. Mengingat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan
dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)
KUHP sedangkan hakim memutus menggunakan Pasal 362 KUHP jo Pasal
64 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini hakim memutus menggunakan pasal yang
tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Alasan Majelis Hakim
memutus menggunakan Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP karena
tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP ayat (1) ke-5 KUHP
dalam hal pemberatan (pengrusakan).

Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencurian dalam keadaan
memberatkan, perbuatan terdakwa Jony Candra Kirana Bin Suwito telah
memenuhi semua unsur-unsur dalam hukum pidana islam, dan dapat

dianggap suatu perbuatan tindak pidana (jarimah). oleh karena sudah

64
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memenuhi semua unsur, maka terdakwa Jony Candra Kirana dijatuhi
hukuman berupa hukuman Aad atau potong tangan karena sudah memenuhi

syarat-syarat dan rukun tindak pidana tersebut.

B. SARAN

1.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan di akhir skripsi ini, antara lain:
Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai orang yang mewakili
Tuhan di dunia untuk melakukan tugas sebagai pemutus perkara, alangkah
lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara peradilan diharapkan
agar lebih kritis dan bijaksana, sehingga hukuman yang diberikan kepada
terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif maupun
kreatif. Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan kembali mengenai
pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidan pencurian dengan
pemberatan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hendaknya hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian dengan
pemberatan lebih dimaksimalkan kembali, sehingga menimbulkan efek jera

pada pelaku, agar tidak mengulangi kejahatannya di masa yang akan datang.
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